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ABSTRAK

Keberadoan Yayesan merupakan suaty kebutuhaon bagi masyarokat vang
menginginkan adanye wadsh atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, Sebelum Undeng Undarg Nemer 16 Tehun 2001
berlaxu, pergelolaan harta Yayasan dilokukan secara tradisianal Tanpa
manajemean teratur sehingga banyak Yayasar harya digurakar untuk sencari
keurtungen semeta begi pendiringa. Maka deri itu Pemerirtah menge itarkan
peraiuran perundang-undangan untuk mengembalikan furgsi dan mempertegas
keberadaan Yayasan sebagai badan hukum,

Melzngkopi persyoratan eriuk memperoleh geler Zarjana, moka penulis
melakikan penelition dan merumuskan tias permasclohan vaitu bagaimana
pelaksanaan pergelolean harte Yayasan, permasalahar yang ditemui organ
Yayasan dofam pengelofaan harta Yoyason serta upaya untuk mengotasi
permasalahan yang ada dalam pergelelann harte tarsebut.

Penelitien ini bersifat Yuridis Saswlogis, artinya penulis melokukan
penelition ferhadap permasaizhan vang terjedi dalam peleksaraan pengelolzan
harta  Yayasan dan  dikaitkan dergan  peraturan  yang mengaturnye,
Herdasarkan hasil perelition yang telah penulis lakukan diketahui bahwa dalam
prokieknye  pefaksanoon  pergeleloan  harte Yayasar  Al-  Djihad  tidak
seluruhrya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang Urdang Yayasan
karene adanva pembagian upah bag organ Yayasan, rengkap jabatan organ
Yayasan,  fidek  edanya  tronsparansi laparar  fohuran  kepada
magyarakatseperti yang dietur dalam Undang Undeng Yayesan, Masalah ini
bBukan harya korens ketidakprofesionalan ergan Yayasan dalam mengelola
Yoyason nomun disebabkan juga karena kekurargan dori Undang urdarng
Yoyesan itu sendiri,

Berdascrkan keadasn di ctos, penuls menyarankan ager pengelalasn
Yayasan dilakuken dergan manajemen yarg teratur alzh organ Yavasan yang
berpengalaman, sebaiknva Pemerintah melakukar penyempurngan terhadap
Urdang Undang Yayasan serta memberiken sanksi vang tegas terhadap
pelenggaran yang dilakuken dalam pengeloloon herta Yovesan,
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A. Latar Belakang Masalah

Yayasan yang di kenal sebelum lahirnya Undang Undarg Momor 18
Tehun 2001, sebenarmva merupakan peninggalan Femerintahan Belanda yarg
baryak digurakan pada masa itu. D masa penjajohan Belanda, badan in
dizebut dengan nama Stichring secangkan o Irdonesia disebur sebagai
Yoyasen. Yoyosan akan ditemul apebila terdaspat pemisaban harta madal yang
dizedigkan untuk maksud-maksud tertentu, sedangkan maksud dan tujuan dari
Yoyasan adalah untek suatu tujuan idil delam lapangan keagamaan, ilew
pengetahuan, kesasialan dan sebasainvg,

Pada dosornya Yovaesan didicikan aleh individu ateu suatu Kelampak
ferfentu dengan maksud untuk mencapai tujuan di bidang sosial, cgoma dan
kemanusican. Maman fekta veng terjodi seringkali tidak sesuai dengan
kemyataan yong oda, dalam perkembangan selanjutrya perdirian Yayvason
dapar digunakan untuk berbagai fujuek yang bertalak belakang dari tujuan
owe! pendicion Yayasan Untuk mengantisipasi hel i, berkenaan dengan

womitmen  peregakker  hukum dan keadilan, make  pemerintah telah

* Achnund Iehsan, 1993, Hubsen Doz, PI e Pararms Jakarsy, Mat 170



menetapkan Undang Undang yarg mempertegas keberadoan sebugh Yayasan
sebegar Badan HMukum,
Setelah lahirnya Undang Undang Yayasan vaitu Uindang Undang Momor
16 Tahun 2001, dalam Posal 1 avat (1} dikatakan bahwa: Yayasan adalzh Badan
Hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkar dan diperuntulken untuk
mencapal fujuan serta tidak mempuryal anggota,
Berdasarkan uraian di gtas maka terdapat Leberape unsur yarg dapat
dikatakan sebagai Yayasan:®
L. Yoyasan adalah Badar Mukum
Yoyasan diakii sebagai badan hukum adalah suatu badan yang
ada karena hukum dan memang diperluken keberadannmye sehingga
disebut fegaf enfify. Gleh karena itu maka disebut sebagai artifici!
ferson atay “marusia buatan” atau persos m e atau rechis persan
Menurut Pasal 11 ayor (1) Undang Urdang Momor 16 fohun
2001, Yayasan mempercleh status badan hukum setelah akta
pengirian Yayason sebegeimana dimaksud dalam Pasal 9 oyat (2)
memperoleh pengesahan darm Menteri Kehokimar, Ini berarti bahwa

pengesahan akte pendirian Yayasan merupakan satu-satunye dokumen

"W Badi Untune. dik, 2002 Beporonns Yevtemsert. Mevspcind Belim dan Msyoses
Andi, Yorvakama Bal 13



BAE IV

FEMUTUP

A. Eesimpulan

Gari pembahasan dan hasil penzlitian vang Penulis lakukan se Bagaimana

yang telsh diungkapkan pada Bab sebelummya, dapat ditarik kesimpulan

sebagal berikut:

1

P

Pelaksanaar pengelolaan harta Yayasar pada Yayasan Al- O Jihad Medan
belum sesuai dengan Undang Urdang Nomor 16 Tahun 2001 kareng
adanya perbedoan pelaksenaon dengan apa vang tTerdopat dalam
Undang Undang Yayasan, Hal ini dapat dilihat dari adanya pemiarion
upah setiap bulannya bagi Organ Yayasan yang berterta ngan dengan st
Fasal 5 Undang Undang Yayesan dan tidak edarya transparansi laperan
keuongan kepads masycrokat seperti yang rerdapal dalem Pasal 52
ayat {1] Undang Undang Yavasan,

Crgan Yoyason dalom menjalankan tugas dan wawshangma  sesuai
dengen perarannya masing-masing aken tetapi dikarenakan terjodinya
kekasangan jobatan Pembira make Ketua satu yang dinnggap sebagar
orang tertun dolom struktur orgonisasi Yayosor serta mengetahui
latar belakang pendirian Yoyasan, berdasarkarn kesepakatan artara

arggotn Pengawas dan Anggota Pengurus lainrya hingga menjelang
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